
 

 
 

WALIKOTA PONTIANAK 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  

 NOMOR   4 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK 
TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan  Keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; 

 

 
 



 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Pontianak Tahun Anggaran 2015; 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756);  
 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
 



 

 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah  diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 
 



 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5340); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 65, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
 

 
 



 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64  Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 
 

 
 



 

26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 

2015 Nomor 1);  
 

27. Peraturan  Daerah Nomor  11  Tahun   2014 tentang   Anggaran   Pendapatan   dan  Belanja  Daerah  
Kota Pontianak  Tahun  Anggaran  2015 (Lembaran  Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 11); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK 

 
dan 

 

WALIKOTA PONTIANAK 
 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015. 
 

 
Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa memuat : 

a. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

b. Laporan Realisasi Anggaran; 



 

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

d. Neraca; 

e. Laporan Operasional; 

f. Laporan Arus Kas; 

g. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

h. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. 
 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan 
usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

 

 
Pasal 2 

 
Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut: 

a.  Pendapatan Rp 1.435.253.969.108.05

,054 b.  Belanja Rp 1.414.780.089.303,98 

c.  

Surplus/Defisit 

Pembiayaan 

Rp 20.473.879.804,07 

 - Penerimaan Rp 31.311.207.178,91 

 - Pengeluaran Rp 16.560.618.517,37 

 Pembiayaan Netto Rp 14.750.588.661,54 

 SILPA Rp 35.224.468.465,61  



 

 

Pasal 3 

 

Uraian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 123.299.030.592,10 dengan rincian  
sebagai berikut: 

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.560.039.122.374,15 

2. Realisasi  Rp. 1.435.253.969.108,05 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 124.785.153.266,10 

 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 143.404.742.023,51 dengan rincian sebagai 

berikut: 
 
 

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.558.184.831.327,49 

2. Realisasi  Rp. 1.414.780.089.303,98 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 143.404.742.023,51 

 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 20.105.711.431,41 dengan rincian 
sebagai berikut: 

 

1. Surplus/Defisit anggaran setelah Perubahan  Rp.   1.854.291.046,66 

2. Realisasi   Rp. 20.473.879.804,07 

 Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 18.619.588.757,41) 

 
 



 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 145.000.000,00 dengan 
rincian sebagai berikut: 

 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 31.456.207.178,00 

2. Realisasi  Rp. 31.311.207.178,91 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 1.631.122.673,09 

 
 

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 16.749.879.707,63 dengan 
rincian sebagai berikut: 

 

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 33.310.498.225,00 

2. Realisasi  Rp. 16.560.618.517,37 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 16.749.879.707,63  

    

 
 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp 12.896.297.614,88) dengan rincian 
sebagai berikut: 

 

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan (Rp.   1.854.291.047,00) 

2. Realisasi   Rp. 14.750.588.661,54 

 Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 12.896.297.614,88) 

 
 
 

 
 

 



 

Pasal 4 
 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut: 

d.  Pendapatan Rp 1.525.991.158.470,36 

e.  Belanja Rp 1.497.398.729.038,39 

f.  Transfer Rp 1.317.140.000,00 

g.  

Surplus/Defisit 

Pembiayaan 

Rp 27.275.289.431,97 

 - Penerimaan Rp 31.311.207.178,91 

 - Pengeluaran Rp 16.560.618.517,37 

 Pembiayaan Netto Rp 14.750.588.661,54 

 SILPA Rp 42.025.878.093,51  

Pasal 5 

 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 

dengan Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 
 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 31.206.207.178,91  

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp. (31.206.207.178,91) 

c. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Rp. 42.025.878.093,51 

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 42.025.878.093,51 

 

 

 

 



 

 

Pasal 6 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai 

berikut: 
 

a. Jumlah Aset Rp. 2.463.843.055.384,88 

b. Jumlah Kewajiban Rp. 9.535.570.224,28 

c. Jumlah Ekuitas Rp. 2.454.307.485.160,60 

 

 

Pasal 7 

 
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan Tahun yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut: 
 

a. Pendapatan Rp. 1.572.286.623.249,24 

b. Beban Rp. 1.338.596.082.413,38 

c. Surplus/Defisit dari Operasional Rp. 233.690.540.835,86 

d. Surplus/Desifit dari Kegiatan Non Operasional Rp. 21.728.563.355,83 

e. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 255.419.104.191,69 

 
 
 

Pasal 8 

 
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan Tahun yang 
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 

 



 

a. Saldo Kas awal di Bendahara Umum Daerah per 1 Januari 
tahun 2015 

Rp. 29.720.084.504,91 

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 448.103.113.874,99  

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp. (453.226.727.494,02) 

d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp. (196.979.319,40) 

e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp. 4.348.437.132,13 

f. Kas di Bendahara Umum Daerah Rp. 3.902.172.175,00 

g. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00 

h. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 14.761.000,00 

i. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2015  Rp. 44.678.065.600,40 

 
 

  
Pasal 9 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)  huruf g dengan Tahun 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 

 

a. Ekuitas Awal Rp. 2.005.019.648.298,38 

b. Suplus/defisit LO Rp. 255.419.104.191,69 

c. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 193.868.732.670,53 

d. Ekuitas Akhir Rp. 2.454.307.485.160,60 

 

Pasal 10 
 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h Tahun 
Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 
 



 

 
 

Pasal 11 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015; 
 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

 Lampiran I.2 : Rincian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Daerah menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

 Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; 
 Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

 Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
 Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; 

b. Lampiran II : Laporan Anggaran 31 Desember 2015 berupa Laporan Realisasi Anggaran; 
Laporan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas; 

c. Lampiran III : Laporan Finansial 31 Desember 2015 berupa Neraca, Laporan Operasional, 

dan Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 
 

 



 

Pasal 12 
 

Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah pada Pasal 1 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
  

 
Pasal 13 

 

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pontianak Tahun 2015 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi 

Kalimantan Barat terdiri dari : 
a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Pontianak; 
b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 
c. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.  

 
 

 
Pasal 14 

 
Walikota Pontianak menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Pasal 15 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. 

 
Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal  18  Agustus  2016 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 

 
  

 
     

SUTARMIDJI 

 
Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal  18 Agustus 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
 
 

 
 

MOCHAMAD AKIP 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  TAHUN 2016 NOMOR  4 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 4 /2016 ) 


